O PP R L S oy - STl PN 1 e SR e e, SRl r AT L e Ry Sy R S g TR e R LRy N o T M TS T e T T T e g e T T — . “
A ok i e e e S PR e S e et S IR R e S L T S bt S e At RNl e e SIL St e R SN R i m.,.n«.%?auwn. e e H
% B v 2 =R s 45 R T ey e 7 gt o A R L B L A RS e S 5 B 3 |

£

UANGAN DAN

E

-
"
A

o R ——

STABAT

TAHUNZ2019

4

( RENSTRA )

TAHUN 2019 - 2024

(Rrm
ke

L Sk

o]

3

RENCANA STRATEGIS

ASSET DAERAH KABUPATEN LANGKAT

BADAN PENGELOLAAN |

. | SRy W =t g, e T 5 ﬁ»nw+m3ﬁ»~§ﬂ$4§ﬂwu§nﬁ % of ubs b BN Sl Ul e e g S o TN TS ety 1 TP T g a e, e s
¥ <R S R 1 o aet e SR R L S AL P S I R 2 s e o R S R R e SRR il SR T SRR TR Y R AT S T R AR
&3 S e . AL SRR R Sl A s RGO R 2 8 .ﬁ..irr.‘.ﬂ.,n..uP,...‘q,:ﬁaﬁb-,......“t..&..»..ﬂm;#%..h.f.:ﬁw»%;rﬂ&%ff SR AR e S e S

LSO

s




( RENSTRA )
STABAT
TAHUNZ2019

TAHUN 2019 - 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH KABUPATEN LANGKAT
RENCANA STRATEGIS

Y T T TR T T S i s RS
eI e.%z.mw S RN S A SRR R T zf%r&mwmfs .u ST AN %i; er _awfmw




BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada
dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan
pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih
dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang
dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Langkat merupakan suatu proses yang sistematis dan
berkesinambungan serta berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai oleh unit kerja
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2019-2024) dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada, atau yang mungkin timbul. Proses ini
menghasilkan suatu dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan
Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam
pelaksanaannya dengan berpedoman kepada Rencana Program Jangka Menengah
( RPJM ), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Langkat Tahun
2019-2024.

Kinerja pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lima
tahun kedepan ditujukan untuk mendorong dan mensukseskan pembangunan
Kabupaten Langkat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2024 sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Dari Misi pembangunan Kabupaten Langkat yang telah
ditetapkan, terdapat Satu Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Misi pembangunan yang menjadi urusan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tupoksi yaitu,



Menciptakan Reformasi Birokrasi Dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem
Tatakelola Pemerintah yang Baik dan Bersih (Misi ke 5). Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat menterjemahkan visi dan misi
tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Setrategis (Renstra) Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2019 - 2024. Renstra Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat 2019 - 2024 tesebut memuat tujuan,
sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (35) tahun
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Langkat. Renstra Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2019 - 2024 menjadi dasar pembuatan
Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuai dengan Rencana Kerja
Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Langkat.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024 diharapkan
dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan
setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang
pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Langkat.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Langkat selain merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan dan program juga dilengkapi dengan rencana-rencana kerja
(kegiatan) selama 5 (lima) tahun kedepan dalam kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif, sehingga rencana strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi
seluruh unsur yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

(BPKAD) Kabupaten Langkat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
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1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dibuatnya Renstra SKPD ini adalah :

TAP. MPR RI NO. IX/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan

bebas KKN ( Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ) yang berdasarkan hukum antara lain :

1.

Undang — undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Republik Indonesia
4700) ;

Undang — undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang — undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor : 03 tahun 2007 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor : 06 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 48159);
Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

LI




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun
2005 - 2025;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara



1.3

Tahun 2019 - 202— (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sumatera Utara Nomo 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 4 tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 4 tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat tahun 2005 — 2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016  tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1);

20. Perarturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 —
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7);

21. Peraturan Bupati Langkat No. 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Langkat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah (Renstra BPKAD) Kabupaten Langkat bertujuan untuk memberikan arah dan
pedoman bagi BPKAD dalam kurun waktu lima tahun kedepan (2019-2024) untuk
dapat memanfaatkan secara optimal seluruh sumberdaya yang dimiliki agar mampu
mengantisipasi setiap perubahan dan perkembangan yang ada dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi administrasi, organisasi dan tata
laksana khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan
pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Masyarakat di
Kabupaten Langkat sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima.

Tujuan dalam penyusunan Renstra PD Badan Pengelolaan Keuangan dan

Asset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 — 2024 adalah :




1. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam
pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah yang efektif, efisien,
transparan, terarah dan terkendali untuk mewujudkan tertib administrasi

pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah.

]

Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud
bisa mencapai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima
tahun kedepan.

Setiap Bidang yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
diharapkan mampu mengembangkan langkah-langkah strategis yang dapat
meningkatkan mutu pengelolaan keuangan serta pelayanan kepada masyarakat dan
melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Langkat, diharapkan dapat diketahui sejauh mana
keberhasilan dan kegagalannya dalam memberikan pelayanan kepada seluruh
Perangkat Daerah dan masyarakat setiap tahunnya.

Renstra BPKAD ini juga dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi
setiap Bidang/staf dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat sebagai media
pertanggungjawaban yang disampaikan secara hierarkis. Melalui pedoman ini
diharapkan dapat membentuk suatu sistem pengukuran dan evaluasi kinerja sebagai
bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).

Adapun sasaran penyusunan Renstra BPKAD adalah terwujudnya komitmen
dan konsistensi setiap unsur pengelolaan keuangan sehingga tercipta sistem
penganggaran yang berbasis kinerja serta pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala
prioritas yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan
Daerah yang didukung oleh sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.
Sehingga pengelolaan keuangan benar-benar dilakukan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang ada.
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Perencanaan Strategik bermanfaat untuk :

1.

Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. Perkembangan
yang sangat cepat dalam era informasi menuntut meningkatnya kebutuhan pelayanan
masyarakat yang lebih prima.

Pengelolaan keberhasilan

Perencanaan Strategik akan menuntun diagnosa Organisasi terhadap pencapaian
hasil yang diinginkan secara objektif. Dengan perencanaan strategik, organisasi dapat
membangun strategiknya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi hasil.
Ber-orientasi pada masa depan

Dengan perencanaan strategik memungkinkan Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Langkat memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan
dimasa mendatang.

Adaptasi fleksibilitas

Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk
memanfaatkan peluang yang ada. Melalui indikator kinerja dan mengukur kemajuan
capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan strategik.

Pelayanan Prima ( Service Excellence )

Pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang utama untuk diperhatikan.
Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan merupakan faktor penentu keberhasilan
bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat untuk
dapat tetap diterima oleh masyarakat.

Meningkatkan komunikasi

Melalui Implementasi perencanaan strategik akan dapat memfasilitas komunikasi dan
partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai serta mendorong
proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan

organisasi.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah Kabupaten Langkat ini disusun dalam 7 (Tujuh) Bab yang terdiri dari :

BAB |

BAB Il

BAB Il

Bab IV

Bab V

Bab VI

Bab VI

Bab VIII

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Langkat

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKAD

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
BPKAD

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan isu — isu strategis

Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka menengah BPKAD Kab. Langkat

Strategi dan Arah kebijakan

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penutup




BAB Il
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

KABUPATEN LANGKAT

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPKAD

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka
Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah
sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga
perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan
keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem
pengelolaan  keuangan negara dan merupakan elemen  pokok dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain Undang-Undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan
perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah
terbit lebih dahulu. Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 17

tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
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2025 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana
pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dalam
Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen APBD Kabupaten

Langkat terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1) dan Peraturan Bupati Langkat No. 65
tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Kepala BPKAD
Kabupaten Langkat mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan

kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan tugas tersebut BPKAD Kabupaten

Langkat mempunyai fungsi :

1. Menyusun Kebijakan dan Pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD/DPPA-SKPD)

3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD

4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran Kas Daerah



P

5. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)

6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas
nama Pemerintah Daerah

7. Melaksanakan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

8. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah

9. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan serta
penghapusan barang milik daerah

10. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)

11. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yg dilimpahkan oleh

Bupati.

Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah

sebagai berikut :

1.

Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis,
melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan

pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Sekretariat

Mempunyai tugas dan fungsi :

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

b. Sekretariat mempunyai tugas  merencanakan,  melaksanakan,
mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan
dukungan pelayanan teknis dan admnistrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan
masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat
mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan

11




perundang-undangan;

- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerjasama,
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;

- Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum, administrasi
kepegawaian, administrasi keuangan dan aset perangkat daerah dan
urusan rumah tangga;

- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
perangkat daerah;

- Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban
keuangan dan kinerja;

- Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua
satuan unit kerja di lingkungan Badan; dan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fingsinya.

3. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas dan fungsi :

a. Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

b. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijaksanaan teknis, mengkoordinasikan dan
menyelenggarakan penyusunan rencana APBD, perubahan APBD dan
Nota Keuangan.

c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang
Anggaran mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan, petunjuk

pelaksanaan rancangan APBD, perubahan APBD dan Nota Keuangan




untuk disampaikan kepada DPRD;

Penyiapan pedoman dalam penyusunan usulan program, kegiatan dan
anggaran perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
Penyelenggaraan, perumusan dan penyusunan perencanaan teknis
APBD dan pembiayaan;

Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis anggaran belanja
daerah;

Penelitian terhadap dokumen anggaran perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah;

Penerbitan keputusan pengesahan DPA dan DPPA perangkat daerah;
Perumusan, penganalisa dan penyusunan kemampuan fiskal daerah;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas dan fungsi :

a.

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan
menyelenggarakan urusan perbendaharaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang
Perbendaharaan mempunyai fungsi :
Perumusan dan penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana;
Penyelenggaraan pelayanan perbendaharaan;
Penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D);
Perumusan kebijakan teknis penerimaan dan pengeluaran belanja

daerah;




- Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional pengelolaan

keuangan kas daerah;

- Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan kas dan bank;

- Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kas daerah;

- Penyusunan laporan keuangan Bendahara Umum Daerah (BUD); dan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

5. Bid

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ang Verifikasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas dan fungsi :

a.

Bidang Verifikasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Bidang Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis,
mengkoodinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan,
pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang
Verifikasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan

laporan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

Perumusan kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi

keuangan sektor publik be‘rdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.




6. Bidang Asset Daerah

Mempunyai tugas dan fungsi :

a. Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepala Kepala Badan.

b. Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis dan strategis, serta mengkoordinasikan
pengelolaan terhadap aset-aset daerah.

c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Aset

mempunyai fungsi :

Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pengadaan
o barang daerah dan inventarisasi barang daerah;

- Penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan petunjuk
pelaksanaan pemanfaatan dan perubahan status hukum barang
daerah;

- Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang daerah; dan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- A. BIDANG PENDAPATAN DAERAH
| Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat terdiri dari pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dana Perimbangan berasal dari : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak,
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi hasil pajak
meliputi: pajak bumi dan bangunan, bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal (PPh)

Pasal 21 dan bagi hasil Pajak Pengasilan (PPh) Pasal 25/29. Adapun bagi hasil

bukan pajak terdiri dari: Provisi Sumber daya Hutan (PSDH), Sumberdaya




perikanan, sumber pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi,
pertambangan panas bumi, cukai tembakau dan pertambangan umum.
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan

yang mencakup:

a. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
b. Dana Penyesuaian dan dana otonomi khusus.

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

B. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari
urusan wajib dan urusan pilihan. Pada prinsipnya komponen Belanja Daerah
merupakan anggaran yang digunakan untuk mendukung seluruh pelaksanaan
program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Langkat didasarkan pada skala
prioritas dengan berpedoman kepada RPJMD dan RKPD.

Pengelolaan belanja daerah diarahkan seefektif mungkin untuk membiayai
urusan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prioritas pembangunan dan
dialokasikan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Kesemuanya diformulasikan
kedalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPD.
Penentuan kebutuhan belanja daerah berpedoman pada Analisis Standar
Belanja, Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan peraturan atau
keputusan Kepala Daerah.

Unsur belanja daerah menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan
belanja langsung. Belanja Tidak Langsung dikelompokkan dalam 5 (lima) jenis
belanja yaitu : belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja
bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja Langsung adalah belanja

yang terkait langsung dengan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Belanja
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Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja

Modal.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan
maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau
memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal
dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan
penerimaan piutang daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain
digunakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintan daerah dan
pembayaran pokok utang.

Dalam komponen APBD menggunakan struktur surplus/defisit, dengan
demikian selisih antara Pendapatan dan Belanja dihitung sebagai surplus/defisit
dan dialokasikan pada komponen Pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami
defisit maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk
menutup defisit dan dimasukkan sebagai pos penerimaan pembiayaan.
Sebaliknya apabila APBD mengalami surplus maka akan dialokasikan sebagai

pos pengeluaran pembiayaan.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI
Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Langkat yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan
fungsinya terdiri dari :

a. Kepala Badan, bertugas memimpin , mengkoordinasikan, mengendalikan dan

melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan

keuangan dan asset daerah serta tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat. Sekretariat BPKAD Kabupaten Langkat dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala BPKAD dibidang teknis
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d.

administrasi yang terkait dengan merencanakan, menyelenggarakan dan
mengkoordinasikan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan
urusan rumah tangga BPKAD. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu
oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan beberapa
orang staf.

Bidang Anggaran. Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

bertugas membantu Kepala BPKAD Kabupaten Langkat dalam melaksanakan
dan mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran
dan administrasi penganggaran. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang
Anggaran dibantu oleh Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran dan Kepala
Sub Bidang Administrasi Anggaran.

Bidang Perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang bertugas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D), menguji kebenaran penagihan, membina ketatausahaan keuangan
dan menyelesaikan masalah perbendaharaan. Kabid Perbendaharaan dalam
melaksanakan tugasnya bertindak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
yang dibantu oleh Kepala Sub Bidang Belanja Langsung dan Kepala Sub
Bidang Belanja Tidak Langsung.

Bidang Verifikasi dan Pembukuan. Bidang Verifikasi dan Pembukuan dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala BPKAD
Kabupaten Langkat dalam melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang
pembukuan, pelaporan dan verifikasi laporan pertanggung jawaban keuangan
Bendahara SKPD dan Perhitungan APBD. Kepala Bidang Verifikasi dan
Pembukuan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bidang
Verifikasi dan Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Bidang Aset. Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas
menyiapkan bahan analisa data kebutuhan serta rencana kebutuhan
perbekalan, menyiapkan dan mengumpulkan bahan pengadaan perbekalan

dan materil, inventarisasi barang, penyimpanan dan distribusi perbekalan dan




materil, menyiapkan administrasi investasi pemerintah daerah. Dalam
melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Asset di bantu oleh Kepala Sub
bidang Penatausahaan barang milikk daerah dan Kepala Sub bidang
Penggunaan, pemanfaatan, pemidahtanganan, pemusnahan dan

penghapusan barang milik daerah.
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2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Adapun susunan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Asset Daerah Kabupaten Langkat terdiri dari :

2.2.1  Sumber Daya Manusia
PNS NON PNS
NO. KETERANGAN JUMLAH
PRIA WANITA PRIA WANITA
| ESELON

- Eselon Il 1 = ; . 1
- Eselon Il 5 = - - 5
- Eselon IV 4 6 . - 10

Jumlah 10 6 - - 16

Il | GOLONGAN

- Golongan IV 4 - - - 4
- Golongan |l 16 25 - - 41
- Golongan Il 5 2 7
- Golongan | - - - - -

Jumlah 25 27 - - 52

Il | STRATA PENDIDIKAN

- Strata (S2) 1 3 - - 4
- Strata (S1) 17 19 6 8 50
- Diploma 3 - 3 1 - 4
- SLTA 8 1 10 4 23
- SLTP - ; 3 - 3
-SD 5 - - - -

Jumlah 26 26 20 12 84




2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Kab. Langkat didukung sarana dan prasarana sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

NO JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH
1 Tanah Bangunan 3
2 Gedung dan Bangunan 14 Unit
3 Kendaraan Roda 4 12 Unit
4 Kendaraan Roda 2 19 Unit
5 Kereta Sorong 2 Buah
6 Meja Kerja 58 Buah
7 Filling Kabinet 28 Buah
8 Sofa 2 Buah
9 PC Unit 40 Unit
10 Laptop 16 Unit
11 Printer 18 Unit
12 Kursi Putar 2 Buah
13 Meja Komputer 4 Buah
14 AC 26 Unit
15 Penghancur Kertas 6 Unit
16 Lemari Arsip 1 Unit
17 Rak Arsip 1 Unit
18 Meja Kerja Pejabat Eselon |l 5 Buah
19 Meja Kayu 28 Buah
20 Lemari Kayu 18 Buah
21 Dispenser 4 Buah
22 Rak Kayu 7 Buah
23 Kursi Kerja 12 Buah
24 [TV 4 Buah
25 Kipas Angin 1 Buah




NO JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH

26 Lemari Kaca 1 Buah

27 Lemari Pakaian 5 Buah

28 Brand Kas 2 Buah

29 White Board 1 Buah

30 Monitor 3 Unit

31 UpPs 8 Unit

32 Server 3 Unit

33 Kursi Besi 40 Buah

34 Kursi Tamu 2 Unit

ﬂ 35 Jam Elekronik 1 Buah
36 Lemari Es 2 Buah

37 Kaca Hias 1 Buah

38 Lampu Sorot Putar 1 Unit

39 CCTV 1 Unit

40 Kursi Plastik 28 Buah

41 Kursi Rapat 55 Buah

42 Pompa Racun 5 Buah

f'\ 43 Mesin Pemotong Rumput 1 Buah
’ 44 Mesin Ketik 5 Buah
45 Wireless 1 Buah

46 Mesin Cuci 1 Buah

47 Tempat Tidur Busa 1 Buah
; 48 Kitchen Set 1 Unit

2.2 KINERJA PELAYANAN BPKAD SAAT INI

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun

2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri

[§9)
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dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Daerah, maka BPKAD Kabupaten Langkat memiliki peran dalam mengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat sebagai
instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan
pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses
pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan
pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan
aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi
penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian
pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah,
pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa
sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta
pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan
pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku.

Adapun pelayanan BPKAD Kabupaten Langkat dapat digambarkan mulai dari
struktur organisasi dan tupoksi, capaian indikator pelayanan serta kendala dan
permasalahan yang ada saat ini, yaitu :

a. Penyusunan kebijaksanaan tehnis pengelolaan keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah Kabupaten;

b. Penyusunan perencanaan program dan Anggaran pengelolaan Keuangan

dan Aset pemerintah kabupaten;

¢. Pelaksanaan pengelola keuangan dan Aset Daerah Pemerintah

Kabupaten;




d.

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten;
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah di lingkup Pemerintah kabupaten;
Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan Aset di wilayah
Kabupaten;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah; Fungsi
sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah:
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
RENSTRA BPKAD 2019-2024;
b. Menyusun Rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD,;
c. Melaksanakan fungsi BUD sebagai berikut :
1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. Mengesahkan DPA-SKPD / DPPA-SKPD;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4 Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran Kas Daerah;
5.Menetapkan SPD;
6.Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas
nama Pemerintah Daerah;
7 Melaksanakan sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
8. Menyajikan informasi keuangan daerah;
9 Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah;
10.Menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan

daerah selaku kuasa BUD;

d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

[S®]
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e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

Kepala Daerah;
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2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANAGAN PELAYANAN BPKAD

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian dan pelaksanaan program

antara lain adalah :

Dalam penyusunan Rancangan APBD/P.APBD maupun pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan, disebabkan karena masih kurangnya
koordinasi antara unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Langkat baik dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun
koordinasi dengan Badan Anggaran DPRD.

Kurangnya pemahaman SKPD terhadap Peraturan Bupati yang mengatur

~\
tentang Sistem dan Prosedur Pengeloaan Keuangan Daerah yang dikarenakan
masih kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan.

- Belum semua SKPD mampu untuk menyusun Neraca Keuangan SKPD.

- Pembahasan Laporan Semester dan prognosis realisasi keuangan daerah
berlangsung lambat dan tidak tepat waktu, hal ini disebabkan SKPD dalam
menyampaikan laporan tidak didukung oleh data-data yang lengkap.

Penyelesaian yang dilakukan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut
™ adalah sebagai berikut:

Menghimbau setiap unit kerja yang terkait dengan penyusunan APBD, P.APBD
maupun  penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD agar
menyampaikan bahan-bahan yang dibutuhkan sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan.

Meningkatkan koordinasi diantara unit kerja yang ada dengan TAPD, salah
satunya adalah melalui kegiatan pembahasan/asistensi terhadap usulan-usulan
program yang diajukan oleh SKPD sebelum Rancangan APBD maupun
Rancangan Perubahan APBD diajukan ke DPRD.

Berupaya untuk melaksanakan sosialisasi dan  bimbingan teknis secara

bertahap kepada unsur pengelolaan keuangan mulai dari Pengguna Anggaran,

(8]
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PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan maupun Pengurus
Barang.

- Adanya komitmen bersama mulai dari pucuk pimpinan tertinggi sampai staf
pengelola keuangan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai
dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah.

Dalam Penyusunan Neraca Keuangan agar setiap SKPD diharapkan mampu
dapat menyusunnya sesuai dengan ketentuan.
Menghimbau kepada setiap SKPD agar dalam penyampaian laporan Semester

dan Prognosis dilengkapi dengan data-data pendukung.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan

pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, meliputi:

1. Sistem keuangan yang sudah berjalan baik dengan didukung sistem informasi
yang memadai diharapkan mampu meningkatkan Opini Wajar Dengan
Pengecualian ke Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK;

2. Tercapainya kepuasaan masyarakat terhadap informasi terutama tentang
APBD Pemerintah Kabupaten Langkat karena di dalam setiap penetapan
APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
selalu diinformasikan melalui media eletronik (website BPKAD);

3. Koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif serta antar organisasi di
lingkungan pemerintahan maupun antara pemerintah dengan masyarakat

dapat pendukung pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

(5]
(OS]




3.1

BAB I

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LANGKAT

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN

Rencana strategis BPKAD Kabupaten Langkat memerlukan integrasi dari
berbagai faktor pendukung organisasi seperti sumber daya manusia, sarana dan
prasarana serta sumberdaya lainnya sehingga mampu menjawab setiap perubahan
yang terjadi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Oleh
karena itu analisa lingkungan organisasi BPKAD Kabupaten Langkat merupakan salah
satu upaya untuk mengantisipasi berbagai perubahan untuk mencapai tujuan, baik
jangka pendek maupun tujuan jangka menengah.

Dalam analisa lingkungan strategis organisasi BPKAD Kabupaten Langkat perlu
diidentifikasi faktor — faktor yang menjadi penentu keberhasilan BPKAD Kabupaten
Langkat dalam mencapai Visi, Misi maupun tujuan organisasi. Untuk menentukan
faktor — faktor tersebut dilakukan melalui analisis SWOT: Kekuatan (Strenght),
kelemahan (weakness), peluang (opportunities), tantangan (treath). Adapun analisis
SWOT terdiri dari :

1. Kekuatan ( Strenght)

= Tugas Pokok dan fungsi yang jelas

= Tersedianya peraturan dan pedoman kerja yang jelas

= Adanya kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah

2. Kelemahan ( Weakness )

= Kualitas dan kuantitas aparatur pengelola keuangan yang masih rendah

dan terbatas

= Dukungan dana peningkatan kualitas aparatur pengelola keuangan yang

masih terbatas

= Motivasi dan disiplin kerja relatif masih belum optimal

(9]
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Dukungan data yang belum memadai khususnya pendataan tentang asset
daerah yang belum optimal

Belum optimalnya Sistem Pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan
dan asset daerah.

Kurangnya pemahaman terhadap system dan prosedur pengelolaan

keuangan dan asset daerah.

3. Peluang ( Opportunities )

=

=

=

=

=

Adanya kewenangan daerah dalam mengelola keuangan dan asset daerah
Dilaksanakannya otonomi daerah

Tersedianya perangkat lunak Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah

komitmen kepala daerah

Tersedianya lembaga pendidikan dan pelatihan keuangan

Tantangan ( Treath)

Tuntutan Reformasi Penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang
pengelolaan keuangan dan asset daerah
Perbedaan pemahaman dari setiap SKPD tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Berubah-ubahnya peraturan/ketentuan tentang sistem pengelolaan

keuangan daerah.

Adapun kombinasi analisis SWOT sebagai dasar untuk mengidentifikasi faktor-

faktor kunci yang menjadi penentu bagi keberhasilan BPKAD Kabupaten

Langkat lima tahun kedepan dapat digambarkan melalui Matriks dibawah ini.
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Kekuatan (Strenght)

Kelemahan (Weakness)

Tugas pokok dan fungsi yang jelas.
Tersedianya peraturan dan pedoman kerja
yang jelas

Adanya kebijakan daerah dalam bidang

pengelolaan keuangan dan asset daerah

Kualitas dan kuantitas aparatur
pengelolaan keuangan yang masih
rendah dan terbatas

Dukungan dana peningkatan kualitas
aparatur pengelolaan keuangan yang
masih terbatas

Motivasi dan disiplin kerja relatif masih
belum optimal

Dukungan data yang belum memadai
khususnya pendataan tentang asset
daerah yang belum optimal

Kurangnya pemahaman terhadap sistem
dan prosedur pengelolaan keuangan dan
asset daerah

Belum optimalnya Sistem Pengendalian
intern dalam pengelolaan keuangan dan

asset daerah

Peluang (Opportunities)

Tantangan (Treath)

Adanya kewenangan daerah dalam |
mengelola keuangan dan asset daerah
Dilaksanakannya otonomi daerah
Tersedianya perangkat lunak Sistem
Informasi Pengelolaan Keuagan
Daerah

Komitmen kepala daerah

Tersedianya lembaga pendidikan dan

pelatihan keuangan

Tuntutan Reformasi Penyelenggaraan
pemerintahan khususnya bidang
pengelolaan keuangan dan asset daerah
Perbedaan pemahaman dari setiap SKPD
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah
Berubah-ubahnya peraturan/ketentuan
tentang sistem pengelolaan keuangan

daerah
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Tabel T-B 35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
No
(Tujuan) (Sasaran) (Strategi) (Program) (Kegiatan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 | Terciptanya | Meningkatnya Kurangnya Perbandingan Meningkatnya

reformasi
birokrasi
dalam
penyelengg
araan
pemerintah
an dengan
pemanfaata
n sistem
informasi

dan

" teknologi

akuntabilitas
dan kinerja
keuangan

pemerintah

kemampuan SDM
pengelola
keuangan dan
barang daerah di
OPD dalam
melaksanakan
tugasnya dengan

baik dan benar,

jumlah PNS yang
pensiun dengan
pengadaan tidak

sebanding

SDM yang
ditunjuk di OPD
kurang

memahami

kualitas sumber
daya manusia
(SDM) pengelola
keuangan dan
barang daerah di
OPD melalui
pelatihan/pembinaan

yang dilakukan

sehingga tugasnya sebagai | dengan insentif dan
mengakibatkan pengelola efektif
kurang keuangan dan
optimalnya barang daerah
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan dan
barang daerah di
OPD

Pemanfaatan dan | Mengajukan
Masih banyak

pemeliharaan permohonan
dijumpai asset

asset milik penyerahan

milik Pemerintah
Daerah dan
Pemerintah

Propinsi

Pemerintah dan
Pemerintah

Propinsi Jawa

pengalihan asset
dari Pemerintah

Provinsi Sumatera
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Sumatera Utara
yang berlokasi di
Kabupaten
Langkat sampai
saat ini belum di
serahkan kepada
Pemerintah
Kabupaten

Langkat

Timur kurang
optimal sehingga
mengakibatkan
asset menjadi
tidak

terawat/rusak

Utara dan
Pemerintah
Kabupaten Langkat
sehingga asset
tersebut dapat
dimanfaatkan dan
dipelihara secara

optimal

3.2

TELAAH VISI , MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA

DAERAH.

VISI

MISI

TUJUAN

MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU,
SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI
PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN
INFRASTRUKTUR YANG

BERKELANJUTAN

Menciptakan reformasi
birokrasi dalam mendukung
penyelenggaraan system tata
kelola Pemerintahan yang

baik dan bersih

Terciptanya reformasi birokrasi
dalam penyelenggaraan
Pemerintahan dengan
peningkatan innovasi,
pemenfaatan system informasi

dan tekhnologi.

3:2.1

VISI KEPALA DAERAH

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam

teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan

paradigma dari rule government menjadi good governance. Hal ini dapat dilihat

dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta

adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat

menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Oleh Kkarena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus

ditingkatkan.




M

Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu
pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran,
pencairan, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan
dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan
aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat
berjalan dengan tertib dan lancar

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana Kabupaten Langkat harus
dibawa agar dapat eksis, sehingga visi merupakan suatu gambaran tentang
keadaan masa depan yang diinginkan, dengan bertitik tolak pada visi Pemerintah
Kabupaten Langkat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2024 bahwa Visi Pembangunan

Kabupaten Langkat yang ditetapkan untuk tahun 2019 - 2024 adalah :

" MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS
MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG

BERKELANJUTAN?”

Visi tersebut mengandung tiga elemen penting dalam capaian pembangunan
Kabupaten Langkat periode 2019-2024 yakni sejahtera, masyarakat religius dan
pembangunan berwawasan lingkungan. Dari tiga elemen tersebut maka dapat
ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Langkat menjadi
masyarakat maju dengan tetap mempertahankan kesejahteraan, moral religiusitas
dan pembangunan berwawasan lingkungan seperti yang tergambar pada gambar

berikut.
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Masyarakat Maju adalah : masyarakat yang sebagian besar warganya
mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke
kehidupan dalam peradaban dunia masa kini dan tidak
mandek pada peradaban lama yang tidak produktif.
Serta berupaya keras untuk mengikuti perkembangan
iimu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang
iimu pengetahuan dan teknologi seimbang dengan
kemajuan di bidang lainnya seperti ekonomi, politik,
hukum, dan budaya .

Sejahtera adalah . dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat telah
terpenuhi secara lahir dan batin.

Masyarakat religius adalah . sebuah masyarakat yang di dalamnya memiliki
kepercayaan agama dengan mengunakan rasionalitas
dan alasan dalam melakukan tindakan.

Infrastruktur Yang Berkelanjutan adalah : Meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) melalui pembangunan infrastruktur yang

dapat mengakomodir kebutuhan pengembangan SDM

tersebut.
MASYARAKAT
YANG MAJU
MASYARAKAT Masyarakat yang
Kabupaten Sejahtera

Langkat yang
religius \/

Meningkatkan kualitas

manusia dengan

pembangunan

Infrastruktur yang 40
Berkelanjutan




3.2.2.

3.3

Visi yang ditetapkan merupakan gambaran bersama mengenai masa
depan dan menjadi komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Langkat yang bertujuan untuk mencerminkan apa yang ingin dicapai,
memberikan fokus dan arah strategis yang jelas, menjadi perekat dan
menyatukan gagasan yang strategis, yang memiliki orientasi terhadap masa
depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan

organisasi dan mampu menjamin kesinambungan organisasi.

MISI

Sesuai dengan visi “ MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN
RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG

BERKELANJUTAN", maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Langkat 2019
— 2024 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana
berikut : " Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan

sistem tata kelola Pemerintah yang baik dan bersih .

Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih adalah " Meningkatkan Kinerja Infrastruktur Strategis dan
Berkelanjutan ". Dari misi tersebut diatas tujuan yang hendak dicapai lima tahun
kedepan adalah "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah”. Maka salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya
kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan dan barang daerah yang
tepat dan akurat, untuk itu diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia
dan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat tercipta tertib administrasi

keuangan dan barang daerah.
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3.4

Capaian Sasaran Renstra BPKAD Kab. Langkat

Capaian Sasaran

Sasaran Pada

Sasaran Pada

No. Indikator Kinerja Renstra SKPD Renstra SKPD
o3 Renstra K/L
Kabupaten Provinsi
Prosentase SKPD yang Meningkatnya Meningkatnya Perencanaan dan
menyusun RKA dan DPA tepat | pengelolaan keuangan | kualitas pelaksanaan
waktu daerah dan barang pengelolaan anggaran yang
1 milik daerah keuangan dan aset | berkualitas
daerah Propinsi
Sumatera Utara
Prosentase ketepatan
2 penerbitan SPD untuk SKPD
Prosentase penggunaan SAB
3 dalam penyusunan APBD
Prosentase SKPD yang SP2D
% nya diterbitkan tepat waktu
Prosentase laporan keuangan Peningkatan
SKPD dan SKPKD yang disusun kepercayaan
g tepat waktu publik terhadap
pengelolaan
keuangan
kementerian
Prosentase tertib administrasi
J pengelolaan keuangan daerah
Prosentase SKPD yang
7 menyampaikan laporan
barang daerah tepat waktu
Prosentase sarana dan Meningkatnya sarana Organisasi yang fit
8 prasarana dalam kondisi baik dan prasarana for purpose
aparatur
Prosentase pegawai yang Meningkatnya SDM yang
5 mengikuti pembinaan kompetensi pegawai kompetitif

keuangan dan barang daerah

dibidang keuangan
dan barang daerah

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat ke depan,

Kabupaten Langkat berupaya mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman,

produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, tekhnologi dan

pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan

melindungi masyarakat dari bencana alam.




Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat
adalah :
1. Sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan
daerah:
2. Sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
3. Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan dan
masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten.
Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Langkat, maka
kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi :
1. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai
penunjang kegiatan pariwisata;
2. Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan tekhnologi,
pertanian dan pariwisata;
3. Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian
lingkungan sumberdaya alam;
4. Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem

keberlanjutan dalam jangka panjang;

Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP),
melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan
mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan
resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan
keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor,
kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang
kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya

43




alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong
perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah
yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau
terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok
masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan
manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan
kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan
perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup
yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang
tertuangdalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga
kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau
program.

Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau
evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincian Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan kebijakan, rencana
dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko
lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan

Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian
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3.5

Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) ditujukan untuk
memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan
kebijakan dan program pemerintah.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPKAD memiliki faktor-
faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan.
Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-

alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

. Gambaran Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebagai unsur staf selain melaksanakan tugas sebagai PD, BPKAD juga
melaksanakan tugas lain, sebagai berikut :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD,;

c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

e. Mengesahkan DPA - PD,;

f. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD,;

g. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaras kas daerah;

h. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD;

i. Menetapkan SPD;

=
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j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

Memperhatikan beberapa tugas tersebut, untuk menunjang kelancaran
pelaksanaannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan
fasilitas dan pelayanan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Langkat mulai dari:

a. Perencanaan anggaran antara lain penyusunan program dan anggaran,
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja dan Anggaran
Perubahan (RKA/RKA-Perubahan), Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA),

™\ b. Pelaksanaan dan penatausahaan antara lain penerbitan Surat Penyediaan
Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji dan
tunjangan, pengecekan pembebanan rekening belanja dan ketersediaan
dana;

c. Penyusunan laporan meliputi penyusunan laporan keuangan daerah selaku
entitas pelaporan atas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah selaku entitas pelaporan.

o 2. Sasaran Jangka Menengah dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
| Perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan strategis yang
bertujuan untuk mengarahkan penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang
akan dilaksanakan PD. Sasaran strategis jangka menengah Renstra PD adalah
hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik
dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
Berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat, maka sasaran jangka
menengah yang dirumuskan adalah :
1. Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten
Langkat;
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2. Terlaksananya pelaporan keuangan dan barang daerah sesuai SAP yang
berbasis akrual.

Dari analisis lingkungan internal maupun eksternal dapat diidentifikasi faktor —
faktor kunci yang menjadi penentu bagi keberhasilan BPKAD Kabupaten Langkat
lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Optimalisasi kebijakan pengelolaan keuangan dan asset daerah guna
peningkatan pemahaman terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
dan asset daerah.

2. Pendayagunaan perangkat sistem informasi pengelolaan keuangan dan asset
daerah guna meningkatkan pemahaman tentang sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan dan asset daerah.

3. Optimalisasi pendataan tentang asset daerah melalui peningkatan
pengembangan sistem Informasi pengelolaan keuangan dan asset daerah.

4. Pendayagunaan aparatur pengelolaan keuangan dan asset daerah guna
meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan asset daerah.

5. Meningkatkan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan dan asset
daerah guna mengantisipasi perubahan peraturan/ketentuan tentang sistem
pengelolaan keuangan dan asset daerah.

6. Melaksanakan peraturan dan pedoman kerja guna meningkatkan motivasi dan
disiplin kerja aparatur pengelolaan keuangan dan asset daerah.

7. Meningkatkan kualitas aparatur pengelolaan keuangan dan asset daerah
melalui pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan asset daerah.

8. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai guna melaksanakan

tuntutan reformasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan asset daerah.

3. Isu-Isu Strategis/Program Prioritas
Dari faktor-faktor kunci keberhasilan perencanaan diatas dapat dirumuskan 4
(empat) isu strategis pengelolaan keuangan dan asset daerah dalam 5 (lima)

tahun kedepan sebagai berikut :
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Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam Pengelolaan Keuangan
dan Asset daerah.

Peningkatan Sistem pengendalian Intern dalam rangka meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi informasi
dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset
daerah.

Meningkatan koordinasi tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN

LANGKAT

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPKAD

TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dalam hal ini BPKAD bertujuan untuk " terciptanya
reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan
innovasi, pemanfaatan sistem informasi dan tekhnologi " . Tujuan ini konsisten
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, yang secara kolektif menggambarkan arah
strategis dan perbaikan — perbaikan yang ingin dicapai. Penetapan tujuan pada
umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan
setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk
kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai

dimasa mendatang.

SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan,
semesteran, triwulan atau bulanan. Adapun Sasaran organisasi merupakan
bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut
harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu
tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Keuangan Pemerintah
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b. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan;

c. Meningkatnya Tertib Penatausahaan Aset Daerah.

Tabel TC. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Langkat

DATA
TARGET KINERJA SASARAN
INDIKATOR SASARAN | KONDISI
No TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE-
AWAL
INDIKATOR | SATUAN 2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(1) (2) (3) 4 (3) (6) 7 @ O a0 an
"1 | Terciptanya Meningkatnya | Opini BPK Opini WDP WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
reformasi | akuntabilitas (WTP,
birokrasi dalam | dan kinerja WDP.,
penyelenggaraan | keuangan TW,
| pemerintahan pemerintah TMP)
dengan
peningkatan
innovasi,
pemanfaatan
i sistem informasi
‘ dan teknologi
| Nilai Evaluasi | Nilai B AA | AA | AA | AA | AA
: AKIP (AALA,
| B.CC.C,
D)
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan
melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan
daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan
sasaran dengan efektif dan efisien.

Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan
didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan
strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, untuk lima

tahun yang akan datang Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Langkat telah menetapkan strategi antara lain

Tabel TC. 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

VISI  Menjadikan Langkat yang Maju, Sejahtera dan Religius melalui

Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur yang Berkelanjutan.

MISI Ke 5 : Menciptakan Reformasi Birokrasi Dalam Mendukung Penyelenggaraan System

Tatakelola Pemerintahan yang Baik Bersih.

Tujuan
Terciptanya reformasi
birokrasi dalam
penyelenggaraan

pemerintahan dengan

Sasaran
Meningkatnya
akuntabilitas
dan kinerja

keuangan

Strategi
Meningkatkan
transparansi dan
akuntabilitas

pengelolaan

Arah Kebijakan
Penyusunan sistem informasi
dan pelaporan keuangan yang
berbasis sistem informasi

Keuangan (TIK)
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pemanfaatan sistem pemerintah laporan keuangan | Peningkatan kapasitas
informasi dan daerah perangkat daerah dalam

teknologi penyelesaian laporan keuangan

Pengoptimalan pendataan dan

pengelolaan asset daerah

Pengoptimalan pelaporan asset
daerah dan peningkatan
kapasitas desa dalam

akuntabilitas keuangan daerah

n
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BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah
program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran
tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tututan kedepan serta
dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2020-2024.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan
sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka disusunlah rencana program dan
kegiatan serta pendanaan indikatif (sesuai dengan program dan kegiatan yang
ada pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telah beberapakali diubah
terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas
Permendagri No.13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, yang akan dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Langkat untuk kurun
waktu 2019 — 2024.

Pelaksanaan prinsip anggaran berbasis kinerja mengandung makna
bahwa semua program pembangunan harus mampu mencapai indikator sasaran
yang terukur (indikator outcome) sehingga prinsip akuntabel, keterbukaan dan
pemerataan dalam Good Governmance dapat benar-benar mampu ditunjukkan
dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan. Indikator kinerja dan Pendanaan

Indikatif dari masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam tabel beikut ini.

L
(98]




Buipueq
IPNIS Uep ISeYNSUoY
‘iIseuipiooy uebunuaday oL
3ymun yelaep sen| uep
avidga welep seup ueueelad ISB}NSUOY uep
1BLIR)2IYDS 000 66¥ 6¥1 L ] 000069 LLE L - I 000 006 L61'L 3 000000 680 | 000000 066 L [ unye| eAusuesyepa | 1SBUIDIOOY jedes-jedey -
UBLUNUILL Uep
avxdg ueueyew ueeipaiuad uBWNUIA [
LR CY 00ESLEBY 3 0006 €F 3 000 0£6 6E L 000 00t 9¢ 3 000000 €€ 3 3 unyej eAueuesyepa]  uep ueuexel UERIPaAUA -
uebuepun
-Buepunsag ueinesaq 8
nyng uep yeelewseqey uebuepun-Buepuniag
avxdg 1eins uelpquad ueJNEIad Uep ueeoeg
| 1euBlanas 018526 6¢ 3 001'L8E S¥ 3 000192 Ly 3 oco!@; £ L 000001 ¥€ L i nuel efueuesyepa | . ueyeg ueeipahuag — L]
wnwn
Seji|ISe) UBUISIagaYy
uejejesad ueepeBuad "
eAuBURSHRUS) ‘QYMdE
Joyuey ebbue) yewns
avid8 uejejesad ueepebuad ebbue] yewny |
ieUBlRas £01'689'6L | EYI vy 2L 3 99/'868'G9 3 909118 69 L £EL'BCY VS 3 3 unye | eAueuesyepa | uejejelad ueeipakuay ]A_
wnwn sejpse; lojuey ueunbueg 9
| 1assy Buepig uep OwMd8 Ausi euas uebuelauag/ sy | i |
| uep QvMdg exyluolyaje uelejesad 1Seesu| i _ A
| ieugjeeS | BL9€SG Gb 3 SEVZiv iy 13 899 L¥9 LE 3 €51 62 vE L SLLELLLE L 3 unyej | ueymingay eAueipasio | I:.mcanox ueeipakuad | L
" avsidg _
ioiuey ueepuebbuad ueepuebbuag _
avydg uep ueyejad uep ueyela ) | 5
e e Y P00'6ZE PEL L LicLiLeet L 90LGIO LHE ] 69€ €26 001 L LIG8rL 16 1 L unye| | ueymngey eAueipasia | Bueseg ueeipaduay | L
lojuey
avyda sinj jeje ueepebuad Jowey _
1eueaiye s 0¥8'88Z G661 3 60E GES LL1 ! 9€LG6E 191 L 96€'€2L 9L I 906 ¥8E €L ! L unye | ehueuesyepa | siin] lery ueeipakuay ! _ |v.
|euoisesado / seuip |leuoisesadQ/seulq |
ueeJepuay ueuizuad UBBJEPUSY LBUIZUS _ &
uep ueeleyawad uep upeleUalla g I
1assy Buepig 2492 9¢1 Ov I 60€ ¥/8 L€ 13 08¥ 0EL GE 3 00080/ €€ L 000008 L€ l I unye | esel eAueuesyeya | eser ueeipadusd L
1exybuen
qeywad yiiw yessblag e |
yepn uep yesafilaqg jase yesae( ¥ buelseg 1
1assy Buepig €£0192E'vLG 3 €1B8LL6995 I 052 LE6 026 1 000 621 96¢ | 000006 Z.¥ I L unye| ueuiluel eAUBUBSYRP3 | | UBUILBE BSEI UBRIP3AUaH iBojoua) uep|— !
Jawsul ISBULIOJUI WIBISIS
uep uodaja) ‘e s HUISI] uep iy uelegjuewad| -
avidg uein ueseAequiad | eAeQ JaQUING ISEYILNLIOY| ueBuap |
1BLEIRINAS L2L 651668 2L 8BEES6 L1 Zl 080°£09 £vL [43 008 ¢00'9.9 (4% 0008¥S #19 4 &l ueing efueuesyepa] | eser ueeipakuag yeyuawead ueyejuuswad J
uebuenay| ueeiebbusiehuad |
ueJOjUBYIad uBIOJURYISG eliaury uep wejep i
ISe4SILILPY IsesIuIWpY SENIQRIUNY .| 1SEI40.Iq ISBULIOJS
9ZLB6YLLE'S 00L | 006°027'606Y 00L | Z68°180°88%°F 00L | £82'958'E0L'F 00l |0ESZLYESL'E | 00L | 00L | % ueuehejag ueodnyen ueuehejod wesboig) | ehueybuuaw|  eAumidiosey| |
ZSTOVLZLS 8L ZvL'598°L66°9L L8LVL6C09GL €5v'8BELECVL | | 8501266899°Eh B N A, ONNSONY ¥INY138|
+ O@MMM _ 866'0CL LIy LEL RETHE 90E°LE90YL 199 unye) 1| 0Z2'66€ 9£9 ¥09 . G69'60L L6Y LYS s ¥6C €61 822 G617 S 3 unyey | _ Bunsbue| yepy efuejag
JETISIEINEIN L L l L i
866°0TL°LIF LEL 90€°L£9°0V2 299 0ZL°66£'9£9'709 S69°60L°L6Y LVS ¥6Z C61'8Z2' 567 B ONNSONVT MVAIL VINYI38
05219 °0£6'55.L BYO'L6VZELVEY 10S V€ 0¥Z 029 8Y1 867228136 st 061 2687805 - o N __vrNvi3g
[44 nma 0Z 61 8L L g9l Gl pL £l cl L 0l 6 8 £ g G v £ Z L
L4 |
m_mcz.mm:mtwm dy |1ebuel dy jabie dy 19bie) dy pEIIET dy yobae) dy mm“m._. :mm__ﬁw“m_mn_ uenmeg Joyeyipu) |
BT Buek 1sipuoy 20z unye £20z unye] 220z unye] 1202 unye ] 0Z0Z unyz| unyel eped T INAINQJ Ugeibay [ (3WoainQ) UEE| SR pRIBEL _m_oox LGl R 02_
el1ay wun ueeuEpUad exbuesoy uep weiboig elouiy jabie] ) - ueiedeg ereg weiboid eliaury 101231pu) R | |




T
Jojuey '
Bunpab 1seyqeyal Jojuey bunpab
054292 O ! 005 209 9¢ L 000642 °€E L 000 062 08 | 000005 22 L 1 uejeibay eAueuesyepa| | jesaq/buepas seyjigeyay ‘ |6
1exbue ‘geywad _
HI[ILU WNWN sejijisey wnwn seyjiseq !
ueunbueq ueeseyawad| ueunBueg ejexiagunny |
Josse Buepig 166 BEE 262 L | 905007 892 ! 015650927 L | ooosel S22 1 | ooo00L L0z ! L unye| eAuBUBSYELD | ueeleylawad 8
avidg Jouey Jouey bunpag L
avidg uejelesad ueeleypwad UBIB|EISd BIEYIaG/UNNY
{BLEIBRG 008'0¥8' 821 00l | 000°8ZL LLI 001 000 08y 901 00L | 000 008 96 001 000000 88 00l ool % eAUBLESHEIA | ueeleyiawsad
| 19suab
| uep |euoiseladojseulp
UBBJEPUIY 5
yeAuil Jeseq |leuoisesadQ/seu]
avidg ueyeq eluejaq uep| UEBIEDUIY BlEYIBE/UNNY
1eUeRNOg | ELE'ESE Sy 00l | 8¥2'1ZESO¥ 004 298'€Lr'89¢ 001 8ET9L6'¥EE 00l | €58°€Z5 ¥0E 0o} 00! Y% 20InBS BAURUBSHEIE | ueeseylawad
|
aQvNd9 Jowey Joey , S
avxdd bunpab ueeseyjswad Bunpag ejeylag/unny ﬁ
" jeueRYeg 005945 L ¥Z 4] 0006l 642 Zh 000059 66} Zl 000005 181 Zh 000 000 99t Zl 4 uejng eAuBUESYENS | ueeieyljawag | L
| av¥dg Jowey ¥
avidg inajagaw ueepebuad
) 092°€L8 I 3 009 990 8¢ | 000909 ¥¢ L 000097 L€ L 000009 82 L L unye | eAUBUBSHEID | Jnajagqap ueepebusd |
|
|
m €
1ojuey Bunpab
avidg ueejesad ueepebuad Jojuey Bunpag |
- _ feusiaegl | B0l 608 6BBE G | Sege9re9e 1 s osLoeyoee | G 005 28¢€ 00€ S 000540 €42 S S ueiebay eAueuesyepay ueje|eiad ueepebuay
|
Jojuey uedeybuajiad 2
avxda ueepebuad Jojuey Bunpag
1BLUBIDINSS #9391 8E0 LYY 3 GB8L'EVE 00F L 0SE ¥6¥ $9E ! 006'86¢€ LEE L 000'GEZ 10T 5 L uejeiboyy eAueuesyepa| | uedeyBuapad ueepebusy
|
W |euoisesado/seuip
[ ueesepuay ueepebuad |euoisesady/seu b
| 1asse Buepig 000689 €L ¢ | 00006699 z 000'008'€9 Z | 00000085 Z | 000000655 £ z win ehueuesyepa) | ueerepusay ueepebuay
7 amesedy ﬁ
amesedy ueymngay BUBIBSEI] UBDP BURIES
S05°182°50L2 00} |[¥9¥°0EC'9L6'L 00L |2Ziv'SSTiveL 001 _wmm.wwv.omm._. 00l £S8EL00S6'L oot 0oL % ueynuawad uednyen ueieybuiuag weiboiy g,
|
‘ 1esajew uep deja)
sephy/sasouoy iemebad
wnueiouoy elueaq
‘esel/bueieq ueepebuad
reqelad/eniued
‘uebBuenay
ueejojebuad wnuesouoy
avAidg uesehequiad WNwn ISeAsIUILPY
1eliejayasg 681 °G0L S8 L Zl 129660 989 L 4] 902 ¥1BZES | 4] 09¥ L9 E6EL (4 009'88L99Z | Zl cl ueing eAueuesyePa | esel ueelpahuag | bl
2z ¥4 0z | 6t 8t i1 9! 5t vl ct zt L ot 6 ] ] 9 5 P £ z !
qem d . 1 Up21183Udiag _ * —
elBunbbuepsg Y [1ebie) dy 19bue ] dy jobue ] jabie] dy 1abie) dy s6ie) e uemeg , J01BYIpU| |
1se307 - . o - | i I . 6 "
[ SUEA 1Sipuoy $Z0Z unye| €20z unye| . unyej 120z unyey 0Z0Z unye | L eped [(inding) uejeibay / (awonnpl | useifiayueiboid ﬁmDOXW NEHYSVS NYAFOL |ON
elioy wun UEEUEPUA ] BYBUEIoY Uep B -100iq elialif Ja6IEL o L , |

| umizdeq eleq |

weiBoid eliaury Joieyipu) |




— S - S s e == E E— —_—
ueunye} ewi| uebuenay -
uesode| nynq ' 1eybue] T
ISEYLJUSA UBp ‘qejwad Wed Jeuno)
uemynquiadg Wi unye gy unye | Jiyyy uebuenay
buepig 028'GEEFIZ L 00} | 00Z'96€6¥71 L 00l | 9€9°G06 v¥0 L 00L | GLZVPLBEYE 00} | £/€855¢€98 00l | o0l % uebuenay uelode| nyng uelodejad ueunsniuag
(Bunsbue| sisoubosd
eluepq) v uep uesaISaWas uelode| | 0
eeJeyepuaqiad myng nyng nyng nyng nyng nyng ueunsnAuvad ueJalsawag uebuenay _
Buepig 052 v61 0L2 0GL | 08y 98t 65C 0st 0L 8.LS BrZ 0SL | O¥R 0LL LEC 05l | 0LL €96 922 051 051 mng BAUBUBSHELS | uesodelad ueunsniuad |
npep jeda) nguag
Bueh eliauy ueieden [
004 001 001 0oL 001 001 % uelsode] asejuasIag
nyem
jeda) uexuglang
o N o o o yesaeq bueiegnassy
0BSZVLECTT 0oL | HEVBEEROT ogr | S90°0§8°0.8'1 o1 |VBOEISTLLL 0oL | 862€89 LIS L 0oL ol % uesode ssejussiag
uebuenay uep eliaury 7
nijep 1eda) 1esajag uelede) ueiodejag
BueA uebuenay ' waysig uebuequabuayg
0ot oot 001 00} 00t 00t % uawWINYo(Q aseluasiag ueyey burtuag wesboiyq
I €
|
| |
“ ueBuepun uebuepun-Buepunuay i
-Buepunuag ueimesad| ueiniesad Isejuawa|du) _
1asse Guepig 100 982 65€ L |e8L8r0L2E L |co8'ere 162 L |s¥seigoLz L |os9gELSPE | 1 uejeibay | sepug eAusuesyepa | siuya | uebuiquig |
u uebuepun-Buepuruag G
eeleyepusqiad ueINRIa ISESI|BISOS uebBuepun-buepuniay
Buepig 620886 28¢ 4 802 868°9G5¢ 2 928 EvS €2 4 6952ZLE2LZ Z 9Zy LI0'EB! Z Z uejeiboy eAueuesyepa | ueInelad ISesIeIS0S
19ssy - 3
1seyde uexeunbbuaw
awg uelodejad
uep ueeyesnejeued
ueynefpd ‘@
eAueuesyepa) ‘'yesoep |
uebuenay ueejojabuad
uawaleuew
Buejua) yajug/snsiny
nnyibuaLu ynjun
awida av¥dg jeis uewuBuad |ewo 4
ieUgaMag 006 860829 1 000666 045 b 000060 616 Lt 000006 LLvy ) L 000 000 6Z¥ L L unyey eAueuesyepa] | UBYNRIAd UBP UBYIPIpUAY
Jmesedy
iemebad 1suajadwoy | eAeq Jaquing selsedey |
7 an‘mnv.ohw._‘i, 001 LBE'SLEPSL L 00L | BZ9'LLEBYO'L 00L | LLL'SZS'¥S6 00l | 90L'06L°L98 0ol 001 % ueeybuiuag uednyen ueieybuivayg weiboiy | Al
| | — uewebelosay muayal| |
| avydg _ eunb yijeq UeL-UBY SNSNUMUBIEYEH |
| leuesINe s 09v'Li6 LLL 26 1692647191 26 018880 /%L 26 00LZLLEEL | Z6 000 195 121 26 a8 218 uereyed pAueIpasia | ueepebuag |
1ebue ‘gey _
avidg avidea 1emebad seuip| eAuuedeybuapad euasag | L
1ELRjanas LeSyiLeL 26 | SLL¥OL 99 26 059v6008 26 005 LEG'¥S Z6 | 000599 6y 6 o8 Bl ueiesed 2Aueipasia | | seuiq ueieyey ueepebuay !
remebad ueuldisipay _
uesebbuejad ameaedy udisig _
L86°169°0SC 00L | 908'L06L22 0oL 09v°€8L°L02 QoL | ccw..wwmwww_v 00l 000'92Z°LLL 0oL | 00L % ueynqunyad ueyeybuiuag wesboid 1
2z nms 0z | 6t 8L | u 9t se | sl i 2t L 01 5 8 L 9 S 2 £ & L
efbunbBbuepag dy [1ebae) dy 1obie ) dy 1abue) | j9bie | dy 1061 dy vmwm.r umu““@.wm uenjes 10yeyIpU|
1sey07 . I . : . | ] v | s -on|
| i Bued Istpuoy |  pzozunyel ~ £20Z unyey | - unye) 120z unyel 0Z0Z unye| | Leped [ (IndInQ) ueieibayy / (aWooINQ) umEiBayaebod ,mDOx_. NYMVSYS NYREAL ,Oz_
(L R | — —— e __uBelieplag eYBuBIoy UBp LGy eliouny abie T T I iHaegmieq | wesboig ebounaoweyoul | ” o I




aWg vawis v
edesauadaseawa)dw
BAUBUBSHE|IS) BUBS
uaiedngey uep QdMS
eluejag uep uejedepuad
Bunsbue| yepiy, uegemelBunbbuepad
eluejag buepig uesode|
‘Jase Buepig ‘yesaep Josse uep yesae( uebuenay
‘uen¥NqUIag ueBuenay ueeopbuad uee|ojabuay 1sewopu|
i Buepig yO0 6E62LL L L | reelzasst | 61126961y L L | Zip'956982'L 62Y 096 691 | ! unyel | seweny eAueybuiuay walsig ueunsnuag
agdY ueeuBESHE|a 4 d8dV ueeuesxe|ad
uegemelbunBbuepaq uvegemelBunbBuepay
ISERYUSA uep ueseqeluag ueieqeluay
uenyNQLId 4 Buejua) edng Buejua) HOY veinjela
Buepig E£18'1596¢21 00L | 1Z6'BZZ VL1 0oL v.¥ ¥¥8 €01 001 190 ¥O¥ ¥6 648128 S8 001 % ueiniesad uebueouey| uebuesuey ueunsnAuag
84y ueeuesye|aq Qgdy ueeuesxeiad
ISENJUDA UBD uegemelbunbbuepay ueqemelBunbbuepayg
uenynguad Bueyua) yesaeq| Buejua) yelseq uesnelay
Buepig 868 LL1 999 00l | S€€'919'609 001 €12 095 05 00L | 582605 005 L¥¥ 800 GGv 001 % ueinelad uebueouey| uebueouey ueunsnAuag
1eybue ‘gey a8dv
, agdy d ueseqeluag ueyeqruad ueleqelus g
, uesebbue Bueua) nedng Buejual HOY uBINBID 4
L Guepig Y0¥ Z09 ¥81 L | €181L8GLL | ZZY6EY L91 L L6V 99% BG L 558Z/8 161 L ueieibay | ueinjeiad eAuunsnsia) | uebueouey ueunsnhusd
|
1exbue ‘gey 0gdv d
epiagd eAuunsnsia)
uep 1exbue aady ueyegniad
uesebbue qex agdy d SvYdd| Bueuay yelaeq ueimelad
buepig G90'LEY S06 4 00E'G1EZ98 4 999'262°128 Z 96£°GvL 28. 8LE006 p¥L Z ueleiboy | uep yNy eAuunsnsia) | uebueouey ueunsnAuad
1ebue T
‘qey Ogdv ueseqeluag agdy uesegeluad
uesebbue Buejua) nedng Buejua) HOy uBIMEBIBH
buepig 1¥2°9.p'G92 Z L25%€8°25¢2 Z 28L°%6L°0%C Z VY9E'82€ 622 G596 .0v 8LZ Z ueieibay | ueinesad eAuunsnsia) | uebuedsuey usunsniuag
1exbuen ‘gex 08dv
Bp1ad BAUUNSNSID |
uep 1eybue agdyv
uesebbue ‘qey 084V SYdd| Buejua) yeiseq ueinieradq
Buepig L64°061°GEL L Z 61/ 006CE0 | Z £59000 6£6 Z 856'9€9 €68 866G €E0 9LL z uejeibayl | uep yNy eAuunsnsia) | uebueoueyj ueunsniuad
nptepm jedal igia [
eAueliaury ueieden *
yesaeq 1eybueiag |
00! 001 00!l 00l % ueiode] osejuasiag |
myep eda ]
ERT o e ot L rooen- ueiquaNQg eAuyesseq
, SLLZS9'18Z'L 0LZ'ZGE6EL'Y 0£2°029°0vZ'9 v£9'829'18L'S LIZ'LERBGE'S BueIEQNoSSY _
| uesode] Bueh yeiaeq w
oot 00! 001 001 % 1eyBueiag asejuasiag
] yejuuawad
nmyem ieda] yeisaeQ uebuenay
1esajag eAuuebuenay uebuenay ueejojabuad elsauny uep
uawnyoq bueA yeiseq uebuequabuag uep qejunye
| 0ol - 004 00! 004 % 1eybueiag asejuasiag ueieybuluag weiboiyg rAureyBuILD Y
1ebue gey
VdaHY UByeqruag AdAS VddAAY)|
uesebbue uep 0dys YdamMy uBYyeqniag uep|
Buepig 025219869 € 162201 SES € 612'G69€ L/S € 9¢6 1.8 '¥CS LGLI9L LIy uejeibay |Isexyuan eAUBUBSYEUD | | OdWS VdO//HY ISBHILEA
[73 awm.. gL 4L 9L [ vl £l ! 0L L ] i g £ 3
elBunBBuenag dy yobie ) dy 1abie] 1abiey dy dy uemes J0131pU|
1sexo q Buek . 5707 OAEL S RETIN AT ETTRTITIETY R (LT [T QU e R BT Ty B ueeiboywieibold  3Q0M|  NYHYSVYS NYNrnL
eliay yu 1 = B

ueeuepuad eyfueiay uep _.tE.oEu elioury yabie]

juzitden =:eq | weiBoud elisuly toieyipu)

|




I ST 0rLZLS 8L ZvL'598°166'91 18.'v.6'€09°GL €SP'88elee L 850°L66'899°CL 1vi0l N o 1
| 123bue gey QdXS uesebbuy
| uesebbue -85 (JdMS Isensuwpe BUBSHER 1EqRlad ‘Pl
W buepig 91148281 L | 96L6L0L1 | Zv5'926 Gl L | 8€0GILYL | |esgleszl 1 ! ueieiBay Q) ehuiedesss | ISEASIUIWPY ISEXYLBA P!
7 (BunsBue|
_ sepn efuejaq) u [LL=6] ‘€l
| eeseyepuagiad ejep uebunad uep ey
| buepig 06€£'692 9.2 L 06£692 9.2 3 06£ 692 942 I 0B6E 692 9.2 3 0BE 692 9.2 L ! ueeibay uesode| eAueipasia | | ele( uelode ueUNSNAUA Y Lo
(6unsbue)
eluejaq) u 4
eeleyepuagiad AdXS Ynnjas ueueing
bBuepig 005°L18 L0E L 007 295 G6C L 00€ L¥Z €8¢ 1 00Z°2€6° 042 L 001 /219862 L I unye | uejode| BAURIDESIB] |  URIZB(] SBY ISBIISUCHBY |
ISENUIA UED yeJaep ‘ R | [
| uenynquiad ueibruay ueresajahuad yelaeq L
buepig 659912659 00L | 2/8/8Z266S 00t 951°L08 vvs 00l | €€Z6L2 G6¥ 00L 88 €52 0G¥ 00! 001 % ueiode| eAURIDESID | ueiBruay ueiesajahuay | L
ueeipasad uep jasse oL
unyel Jiyye uesodejad uesodejad
13sse buepig 8590v8 085 l C96'9€0'825 L 209 €£0 08¥% I #81'v6€ 9EY L G86'L2L 96€ | L 3 unye | o eAueueSHRIDL|  UBD ISeNeAa ‘Butouop | L
JWg snsuas uep jasse
elep uesiyyeinwad yesseq Bueseg/asy
1asse Buepig 008914901 - 008 91. 96 1 00891298 L 00891292 L 00891299 b L unye | m>c..mcm..mwxmtwk _Ww,mﬁa{\_wm:\_m\@ V I.ml
h awg uesndeybuad
uep uebuejajad
‘Bpwiad Fipw yeuey
1exyas uejenguad ‘9
eAuBURSHES]
uep epwad
jasse ueuewebuad yesaeq Bueiegnasy
1osse buepig 0S4 pL¥ GEE || 0SLbivGZE L 0S. vLy'SIE L | 0SL vy s0E L | ostvevaee unye eAusuesyepal | uswaleuep uelexbuag |
24 1z 0z | 6t gl 2 9t sk | i st T Lt ot 7 G S ¥ 3 | Z L
e =2 iedualad
efBunbbuepag| 98 [1964e) dy jobae dy RELTENY : jobiz) dy 1ebie) dy abie)  my ueneg Jo1e¥41pU| !
1see7] . Guek ISIpuOYy $Z0zZ unye) £20Z unyey o unyel 120z unyey 0Z0Z unue| Leped [ (IndinQJ uejeibay 7 (BWOIN0J | umeiboypue.Bold Q0N NVHVSVS BUOTDL ON
el1ay wun i e =Ll 5 - . Jel .

ueeuepuad exburiay uep Taboid eliaury jabie|

wedboud eliaury 10ieyipu|




BAB VII

CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Tolak Ukur capaian kinerja BPKAD Kabupaten Langkat diukur sejak

beroperasinya BPKAD secara efektif yang ditandai dengan dilantiknya seluruh

pejabat struktural.

Adapun Capaian Kinerja yang telah dicapai BPKAD Kabupaten Langkat

adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

1.

2;

Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran.

Tersusunnya Pelaporan Prognosis.

. Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Terlaksananya verifikasi RKA dan DPA SKPD.

. Terbentuknya Tim Counter Part.

. Tersusunnya Pelaporan Rekonsiliasi kas daerah.

Tersedianya laporan dan perhitungan data gaji.

b. Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.

2,

Tersusunnya Revisi sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya rancangan Perda tentang APBD

Tersusunnya rancangan Perda tentang Perubahan APBD

Tersusunnya KUA dan PPAS.

Tersusunnya KUA Perubahan dan PPAS Perubahan

Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan
APBD

Tersusunnya rancangan Perda tentang  Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD.

N
O




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

Tersusunnya rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Terlaksanannya Bimbingan Teknis paket regulasi tentang Pengelolaan
Keuangan daerah.

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)

Terlaksananya Inventarisasi asset daerah Kab.Langkat

Tersusunnya daftar kompilasi asset dan barang pakai habis SKPD se
Kab.Langkat.

Tersedianya Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
daerah.

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.

Tersedianya dan teroperasionalkannya Aplikasi E- Budgetting dan E-
Asset.

Terlaksananya monitoring dan evaluasi laporan keuangan SKPD.
Tersedianya keputusan Bupati Langkat tentang pengguna anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara, pengurus barang SKPD se
Kabupaten Langkat.

Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tersedianya Plank nama Asset milik Pemerintah Daerah.

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Tersusunnya kompilasi daftar asset dan barang pakai habis SKPD se-
Kab.Langkat.

Terlaksananya studi banding dalam rangka Peningkatan pengelolaan

asset daerah.
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Tabel TC 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kondisi
Indikator Kinerja
Kinerja Pada Kinerja
Sasaran RPJMD Anggaran pada Tahun Ke -
Awal Periode Pada
No Terkait
RPJMD Akhir
Periode
Indikator | Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RPJMD
wl @ ) ) ) (7) 8) (9) (10) an
' | Opini BPK | Opini
(WTP,
WDP,
TW,
TMP)
4.969.233.028 | 5.358.891.271 | 5.781.628.634 | 6.240.620.270 | 6.739.352.210 | 7.281.652.115
2 | Nilai Nilai
Evaluasi (AACAL
C.. D)




BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Langkat ini adalah merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja setiap
tahunnya , dimana peranan stake holders dalam pelaksanaan rencana kinerja sangat
diharapkan nantinya karena Rencana Strategis (Renstra) yang dibuat ini merupakan
dasar evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Adapun dengan dibuatnya Renstra ini diharapkan seluruh Pegawai yang ada
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ini menjadi Pegawai yang
Profesional dalam menjalankan tugasnya.

Pada akhirnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Langkat yang merupakan sub sistem Rencana Pembangunan
Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh
Bupati Langkat sebagai perwujudan Pembangunan Daerah yang akan mengantarkan
masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, serasi, selaras dan

seimbang.




